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NO JUMLAH PENDUDUK PERSELISIHAN 

PEROLEHAN SUARA 

1. 
.S250.000 Jiwa 

2% 

2. 250.000 - 500.000 Jiwa 1.5% 

3. 500.000 - 1.000.000 Jiwa 1% 

4. > 1.000.000 Jiwa 0.5% 

2. Bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak

436.079 jiwa sebagaimana terdapat pada data Sadan Pusat Statistik [BUKTI

PT-6]. Berdasarkan jumlah tersebut maka syarat formil yang harus

dipenuhi oleh Pemohon ketika mengajukan Permohonan Pembatalan

Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara merujuk pada Pasal 158 ayat

(2) huruf b UU PILKADA, yakni maksimal selisih/perbed.aan perolehan

suara paling banyak sebesar 1.5% (satu setengah persen) dari total suara 

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. 

3. Bahwa merujuk kepada Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir adalah sebesar 200.049 suara. Sehingga

selisih perbedaan paling banyak antara Pemohon dengan pasangan calon

peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 200.049 suara = 3.001

suara; [BUKTI PT-7]

4. Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kotawaringin Timur Tahun 2024, perolehan suara sah masing-masing

pasangan calon adalah sebagai berikut:
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NO NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN JUMLAH PEROLEHAN 

WAKILBUPATIKABUPATEN SUARASAH 

KOTAWARINGIN TIMUR 

1. Halikinnor - Irawati 79.210 suara 

2. Sanidin - Sinoyo 70.778 suara 

3. Muhammad Rudini Darwan Ali - Paisal 50.061 suara 

Damarsing

TOTAL SUARA SAH 200.049 suara 

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara tersebut selisih

perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 8.432 suara

(4,21%);

6. Bahwa dengan demikian, Pemohon ketika mengajukan Permohonan a quo

telah melebihi ambang batas, perbedaan selisih suara yang diajukan oleh

Pemohon adalah 8.432 suara (4,21 %). Sedangkan, secara yuridis

perhitungan selisih suara yang dapat diajukan oleh Pemohon menurut Pasal

158 ayat (2) UU PILKADA adalah sebesar 3.001 suara (1,5%);

7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 156 UU PILKADA memberikan definisi

perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi

dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan

perolehan suara hasil pemilihan. Lebih lanjut penetapan perolehan suara

hasil pemilihan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang

signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, merujuk kepada beberapa Putusan

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan telah mengesampingkan

pemberlakuan Pasal 158 UU PILKADA, yaitu:
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a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018

terkait sengketa hasil Pilkada Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018;

b. Putusan Nomor 84 /PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021

terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire;

c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021

terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire;

d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021

terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Boven Digoel;

e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021

terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua;

f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021

terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Y alimo.

9. Ironisnya, Pemohon seolah-olah hanya mencomot tanpa memperhatikan

substansi satu-persatu Putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Guna

memperjelas Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, Pihak Terkait akan

menguraikan sebagai berikut:

Bahwa dalam kasus Pilkada Kota Parepare Provinsi Sulawesi 

Selatan dalam Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 

Agustus 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kota Parepare Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2018, Pemohon keliru menerapkan Putusan 

Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, karena pada 

faktanya justru Mahkamah dalam putusan tersebut tidak menunda 

keberlakuan Pasal 158 UU PILKADA, sebagaimana ura.1an 

pertimbangan berikut: 

"Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, 

bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

50/PHP.BUP-XV /2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV /2017, bertanggal 26 

April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk 

menunda keberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam 

permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang 

dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana 

pertimbangan Mahkamah dalam Putusan-Putusan tersebut. Sebab, 

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan 

yang dikemukakan oleb Pemobon adalah kewenangan dari instansi 

lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk 

mengadilinya." (vide Putusan hal. 158-159) 

Bahwa terdapat 5 (lima) putusan yang diputus oleb Mahkamah 

Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan Ambang Batas 

basil Pilkada, karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah 

mengecualikan penerapan Pasal 158 UU PILKADA. Mahkamah 

Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan 

Ambang Batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU PILKADA karena 

menurut Mahkamab Konstitusi terdapat kejadian khusus yang 

membuat basil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya 

sebingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Oleb 

karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebib dahulu 

menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya 

ketidakpastian hasil perolehan suara. Lebih rincinya sebagai berikut: 

a. Bahwa dalam kasus Pilkada Kabupaten Nabire dalam Putusan

Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan

Pilkada Kabupaten Nabire dalam Putusan Nomor

101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Mahkamah

menunda keberlakukan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA

karena menurut Mahkamah terdapat kekeliruan penggunaan

Hulaman 14 dari 104 
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b. 

data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi 

data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak 

konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire. Lebih lanjut, 

surat jumlah penduduk yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire 

adalah sebanyak 172.190 jiwa, namun Daftar Pemilih Tetap 

yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire adalah sejumlah 

178.545 jiwa. Selain itu, terdapat juga kesalahan dalam tata 

cara pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire, 

dimana pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di 

Kabupaten Nabire menggunakan sistem noken/kesepakatan. 

Sedangkan KPU telah menetapkan pemungutan suara dengan 

sis tern noken / ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 

kabupaten, yakni Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo 

Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, 

Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Sehingga Kabupaten Nabire 

tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya 

dilakukan dengan menggunakan sistem noken atau ikat suara 

atau kesepakatan. 

Bahwa dalam kasus Pilkada Kabupaten Boven Digoel dalam 

Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 

2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Boven Digoel, 

Mahkamah menunda keberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 

PILKADA karena terdapat pasangan calon yang mendaftarkan 

diri sebagai calon Bupati Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, 

S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun

atas tindak tindak pidana korupsi yang dilakukannya. 

Dimana masa jeda 5 tahun baru berakhir di tanggal 26 Januari 

2022. Sehingga proses pendaftaran Yusak Yaluwo, S.H., M.Si 

yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 

2020. Maka dengan pencalonan wakil bupati menjadi gugur 
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sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020; 

c. Bahwa dalam kasus Pilkada Kabupaten Sahu Raijua dalam

Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April

2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua,

Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU PILKADA,

karena Mahkamah menemukan fakta jika yang bersangkutan

selaku salah satu kandidat Pasangan Calon Nomor 02 terbukti

memiliki kewarganegaraan ganda dibuktikan melalui

kepemilikan paspor ganda, paspor Republik Indonesia Nomor

X7 46666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024

dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10

Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027;

d. Bahwa dalam kasus Pilkada Kabupaten Yalimo dalam Putusan

Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait

sengketa hasil Pilkada Kabupaten Y alimo, Mahkamah menunda

keberlakukan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA karena

Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati

Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi

memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi

ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani

masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan

perbuatan tercela.

10. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan Mahkamah dalam putusan

sebelumnya mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA bersama

sama dengan pokok permohonan sebagaimana Putusan Nomor 39/PHP.BUP

XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 46/PHP.BUP

XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021
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tertanggal 18 Maret 2021 Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 

18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 97 /PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 

Maret 2021 dan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 

2021. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan ketentuan 

Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok permohonan tidak serta 

merta diterapkan untuk semua kondisi. Hal tersebut dapat ditcrapkan 

apabila adanya beberapa kejadian khusus yang mempengaruhi hasil 

perolehan suara. Sedangkan dalam Permohonan a quo tidak ada kondisi atau 

kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara. 

11. Bahwa kendati Mahkamah memiliki kewenangan untuk menunda

pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA, namun dalam sengketa

hasil Pilkada Tahun 2021, Mahkamah cenderung lebih banyak menerapkan

ketentuan Pasal 158 UU PILKADA, Pihak Terkait mengambil beberapa

Putusan Mahkamah yang tidak melakukan penundaan pemberlakuan

ketentuan Pasal 158 UU PILKADA diantaranya Putusan Nomor 

115/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Tangerang Selatan); Putusan Nomor 

108/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Halmahera Barat); Putusan Nomor 

125/PHP.GUB-XIX/2021 (Provinsi Kalimantan Tengah); Putusan Nomor 

10/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Banggai); Putusan Nomor 

131 /PHP. GUB-XIX/ 2021 (Provinsi Kepulauan Riau); Putusan Nomor 

122/PHP.BUPP-XIX/2021 (Kabupaten Mamuju); Putusan Nomor 

71 /PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupatcn Manokwari) dan Putusan Nomor 

66/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Malinau) sebagaimana uraian berikut: 

a. Bahwa dalam perkara Pilkada Kota Tangerang Selatan, dalam Putusan

Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda

keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil

Pemohon terkait penyaluran dana Baznas yang digunakan Pihak

Terkait untuk pemenangan, karena Bawaslu telah menindaklanjuti

laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu

dengan hasil akhir menghentikan laporan karena tidak terbukti

terdapat pelanggaran pemilihan. Perihal dugaan pengerahan ASN,
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Gubernur, mobilisasi PNS dan honorer, ketidaknetralan PNS, 

penggunaan fasilitas Pemerintah, penggunaan spanduk dan baliho 

himbauan Covid-19, Politik Uang dan intimidasi kepada Pemilih, 

pengerahan karyawan, penggunaan kendaraan dinas dalam 

kampanye, karena Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran 

dcngan cara melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi

Saksi dan Pihak terkait dan berdasarkan basil pembahasan dengan 

Sentral Gakkumdu disimpul.kan bahwa status terhadap laporan 

tersebut tidak dapat ditindaklanjuti .karena tidak memenuhi unsur 

pelanggaran Pemilihan. 

d. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Banggai dalam Putusan

Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda

keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil

Pemohon terkait dugaan politik uang karena telah dilaporkan ke

Bawaslu dan telah diproses sebagaimana mestinya, laporan

tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Selain itu

terkait pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye telah

ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah diteruskan kepada

Kementerian/lnstansi terkait. Mahkamah juga berpendapat bahwa

ada atau tidak penyelenggara Pilkada di Kabupaten Banggai,

program tersebut akan tetap dilaksanakan. Perihal adanya pemilih

yang namanya digunakan oleh orang lain di TPS, Termohon telah

melaksanakan PSU.

e. Bahwa dalam perkara Pilkada Provinsi Kepulauan Riau dalam Putusan

Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda

keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil

Pemohon terkait Pihak Terkait memanfaatkan pembagian bantuan

PKH dari Kemensos sebagai sarana kampanye, Mah.kamah menilai

uraian dalil demikian meskipun menunjukan adanya pelanggaran

namun tidak menunjukan sifat massif, apalagi tidak diterangkan

siapa masyarakat yang diberi bantuan PKH tersebut. Kemudian
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Berkaitan dengan dalil mengenai adanya bantuan keuangan kepada 

LTemaat GKI dan penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari 

telah dilakukan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Manokwari 

laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Selain 

itu tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa 

peristiwa a quo benar terjadi dan mempengaruhi perolehan suara 

basil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020; 

h. Bahwa dalam Pilkada Kabupaten Malinau dalam Putusan Nomor

66/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakukan

ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait

adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar di DPT dan memilih

menggunakan e-KTP karena tidak didukung dengan bukti adanya

penggelembungan suara salah satu paslon, terlebih memilih dengan

menggunakan e-KTP diperbolehkan sebagaimana Putusan MK Nomor

102/PUU-VII/2009. Berkaitan dengan dalil adanya keterlibatan

pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala

Desa/Lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Malinau Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah

menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti

yang didalilkan oleh Pemohon, quad non, pelanggaran tersebut

pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang

merugikan salah satu pasangan calon.

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam

Penyelesaian Hasil Pilkada tersebut, Mahkamah konsisten terhadap pelanggaran

yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk

memeriksa dan mengadili serta menunda keberlakuan Pasal 158 UU PILKADA;

13. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah juga telah memberikan sikap baik dalam sengketa

hasil PILKADA maupun sengketa hasil PILPRES terhadap pelanggaran-pelanggaran

yang didalilkan oleh Pemohon tetapi tidak pernah ada pengaduan mengenai dugaan

pelanggaran, padahal undang-undang telah memberikan hak kepada Pemohon untuk
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melakukan pelaporan terhadap pelanggaran demikian, namun Pemohon justru tidak 

menggunakan haknya tersebut. Sehingga Mahkamah berkesimpulan tidak beralasan 

untuk menerima Permohonan Pemohon; 

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya terdapat beberapa persoalan

yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu

Kabupaten Kotawaringin Timur, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Sentra

Gakkumdu dengan hasil tidak ada pelanggaran sehingga perkara dihentikan dan

tidak dilanjutkan;

15. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk

mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA. Oleh karena itu, tidak

ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan

persidangan lanjutan dcngan agenda pembuktian. Sehingga Pcrmohonan

Pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memenuhi

syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU PJLKADA.

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR UBEL)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atas 

dasar dan alasan karena terdapat beberapa poin uraian pokok dalam permohonan 

Pemohon ditemukan sejumlah inkonsistensi antara dalil posita satu dengan dalil 

posita yang lain. Selain itu tidak dijelaskan secara lengkap dan cermat kejadian 

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di antaranya: 

► DALIL POSITA DALAM PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUM

1. Bahwa Pemohon dalam positanya mempersoalkan terkait rekapitulasi suara

dan penambahan suara bagi Pemohon sebagaimana uraian berikut:

"Bahwa apabila dibuka kotak suara dari 667 TPS yang tersebar se Kabupaten

Kotawaringin Timur, jumlah surat suara yang tidak sah dengan asumsi dan di

atas 1 % surat suara tidak sah adalah surat suara sah Pemohon, maka dari

jumlah suara tidak sah yang berjumlah 1 0. 52 7 yang seharusnya suara tidak
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5. Bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3

Tahun 2024 ("PMK 3/2024") yang menyatakan permohonan harus

menguraikan jelas mengenai:

• Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan

Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek

perselisihan;

• Tenggang waktu pengaJuan Permohonan, memuat penjelasan

mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;

• Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan

calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau

Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilih hanya diikuti oleh satu

pasangan calon;

• Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan

mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan

oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon;

• Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain

permintaan untuk membatalkan perolehan suara basil Pemilihan

yang ditetapkan oleb Termohon dan menetapkan basil

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

6. Bahwa karena dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan

penghitungan yang benar menurut Pemobon serta dalam petitumnya

tidak memuat permintaan untuk menetapkan basil penghitungan suara

yang benar menurut Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon

tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan
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Pasal 8 ayat (3J huruf b PMK 3/2024. Oleh karena Permohonan tidak jelas 

maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima. 

► PEMOHON TIDAK CERMAT DAN JELAS MENGURAIKAN TUDUHAN

TERKAIT PROGRAM PEMBERIAN AMBULANCE, KURSI RODA, MESIN

POMPA PEMADAM KEBAKARAN, LISTRIK, INTERNET GRATIS, AIR

BERSIH, PEMBAGIAN SEMBAKO YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PIHAK

TERKAIT YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyampaikan dalil sebagai berikut:

"Bahwa program pembagian ambulance dan kursi roda serta mesin pompa

pemadam kebakaran, peralatan Pemadam Kebakaran, penyambungan

instalasi listrik, internet gratis, penyumbangan instalasi air bersih serta

pembagian sembako di beberapa wilayah Kotawaringin Timur dilaksanakan

dalam kurun waktu kurang dari 6 (Enam) bulan sebelum Pemilihan calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur .... " (vi.de Perbaikan 

Permohonan hal. 28-29) 

8. Bahwa Pemohon melakukan "sapu jagat" dengan menuduhkan seolah-olah

program-program Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur diambil alih oleh

Pihak Terkait untuk kegiatan kampanye. Adapun program pemerintah yang

dituduhkan oleh Pemohon adalah sebagai berik:ut:

a. Pembagian ambulance;

b. Pembagian kursi roda;

c. Pembagian mesin pompa pemadam kebakaran;

d. Penyambungan instalasi listrik;

e. Internet gratis;

f. Penyambungan instalasi air bersih; dan

g. Pembagian sembako.

9. Bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi, oleh karena Pemohon

tidak dapat menjelaskan secara cermat dan lengkap locus dan tempus
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masing-masing program tersebut. Terlebih apabila melihat konstruksi 

Permohonan Pemohon, tidak terdapat uraian jelas dimana, kapan foto/video 

tersebut diambil, siapa yang terdapat pada foto/video tersebut, Pemohon 

hanya mencantumkan tau tan link media sosial tanpa uraian yang jelas; 

10. Bahwa Pihak Terkait akan menguraikan secara lebih terperinci dalil-dalil

yang bersifat asumtif tersebut di antaranya:

a. Pembagian Ambulance, Pemohon tidak mendeskripsikan konteks dari

pembagian ambulance tersebut secara konkrit, serta tidak terdapat

locus dan tempus yang jelas dalam dali1 Pemohon;

b. Pembagian kursi roda, Pemohon tidak menguraikan kronologis

pembagian kursi roda tersebut secara utuh, serta tidak terdapat locus

dan tempus yangjelas dalam dalil Pemohon;

c. Pembagian mesin pompa pemadam kebakaran, dalil pemohon hanya

sepenggal karangan yang asumtif, tidak ada locus dan tempus yangjelas

dalam dalil Pemohon;

d. Terkait dengan program Penyambungan instalasi listrik, Internet gratis,

Penyambungan instalasi air bersih, dan Pembagian sembako. Pemohon

bahkan tidak menguraikan sama sekali dasar dari tuduhannya

terse but.

11. Lebih lanjut lagi, apabila dicermati dalam dalil permohonan, pemohon sama

sekali tidak menguraikan dalam korelasi apa kegiatan-kegiatan tersebut

ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam kontestasi Pilkada

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan hukum untuk menyatakan

bahwa Permohonan pemohon tidak jelas, tidak lengkap dan kabur

(obscuur libe'l) oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Pemohon

dinyatakan tidak dapat diterima.
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► PEMOHON MENCAMPURADUKAN ANTARA KEWENANGAN MAHKAMAH

DENGAN KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

13. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon kembali mendalilkan terkait

Penggunaan Program Pemerintah Kotawaringin Timur untuk Pemenangan

Pasangan Calon, Penggunaan Fasilitas Jabatan sebagai Bupati Kotawaringin

Timur oleh Pihak Terkait untuk Pemenangan, Pengerahan Pejabat Daerah

dan Kepala Desa, Anggota BPD serta Dewan Adat Dayak (DAD) untuk

Pemenangan Pihak Terkait dan Politik uang oleh Pihak Terkait bersama Tim

Pemenangan;

14. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelanggaran administrasi

pemilihan sebagaimana dalil Pemohon tersebut secara yuridis sangat jelas

masuk kategori pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sehingga berdasarkan

ketentuan UU PILKADA yang berlaku, maka instansi yang berwenang

menyelesaikan adalah Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;

15. Bahwa dengan adanya pencampuran kewenangan Mahkamah dengan

instansi lain dalam penyelesaian pelanggaran pada tahapan Pilkada tersebut

justru menyebabkan Permohonan menjadi tidak jelas dan kabur;

► PEMOHON TIDAK CERMAT DAN JELAS MENGURAIKAN TUDUHAN

PELANGGARAN MONEY POUTIC YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN

MASIF

16. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pihak Terkait bersama

Tim Pemenangan melakukan Politik Uang secara merata di 17 Kecamatan di

Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan menjelang hari pencoblosan

sebagaimana uraian Perbaikan Permohonan Hal. 41 s/ d 45.

17. Bahwa pemohon hanya menggunakan 1 (satu) sampel dugaan money politic

disetiap 11 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Selatan. Terlebih Pemohon

juga tidak dapat menguraikan warga mana yang menerima uang dan berasal

dari siapa uang tersebut diberikan. Quad non (kalaupun benar padahal tidak
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320. 028 surat suara. Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin

Timur telah melaksanakan pemusnahan surat suara sejumlah 

103 surat suara sehari sebelum pencoblosan. Surat suara yang 

didistribusikan sesuaz Model D. HASIL KABKO KWK

Bupati/ Walikota Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 

318.134 surat suara. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, 

terdapat selisih sebanyak 1. 791 surat suara yang tidak ada 

dalam Berita Acara laporan rekapitulasi yang dilakukan oleh 

KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Atas hal tersebut patut 

diduga bahwa surat suara tersebut dapat disalahgunakan untuk 

menguntungkan salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; (vide Perbaikan 

Permohonan hal 15) 

2. Bahwa dalil Pemohon tidak tepat dan keliru, terlebih

perhitungan yang permohon uraikan juga tidak akurat. Bahwa

Pemohon mendalilkan surat suara yang seharusnya dicetak

oleh KPU Kotawaringin Timur sejumlah 320.028 surat suara.

Adapun perhitungan oleh Pemohon tersebut adalah keliru

lantaran seharusnya jumlah surat suara yang dicetak KPU

Kotawaringin Timur adalah sejumlah 318.028 lembar surat

suara (2,5 persen dari DPT yang ada di tiap TPS) sebagaimana

dalam Keputusan KPU Kotawaringin Timur Nomor 846 Tahun

2024 tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Tengah serta Bupati

dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 tanggal 23

September 2024 [BUKTI PT-37];

3. Kai tan dengan tuduhan Pemohon terdapat selisih 1. 791 surat

suara yang disalahgunakan oleh Termohon, Pemohon hanya

berpijak pada dalil yang bersifat asumtif dan tidak bisa

membuktikannya sendiri. Serta Pemohon tidak dapat

memastikan surat suara tersebut adalah suara miliknya.
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6. Dengan demikian, Dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak

lantaran Pemohon tidak cermat dalam menyusun dalil

Permohonannya.

b. TIDAK TERJADI PERMASALAHAN TERKAIT DPTb (DAFTAR

PEMILIH TAMBAHAN)

1. Bahwa Pemohon keliru dan salah menguraikan fakta dalam

Permohonannya terkait "pengguna hak pilih pada Pemilihan

Calon Bupati dan Calon Wah.il Bupati Kotawaringin Timur Tahun

2024 lebih banyak dari pada Pemilihan Calon Gubemur dan

Calon Wakil Gubemur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024".

(vide Perbaikan Permohonan hal 16);

2. Bahwa Pemohon tidak menguraikan berapa selisih perbedaan

jika memang benar terdapat perolehan suara Bupati lebih besar

dari Gubernur, padahal secara faktual berdasarkan Surat

Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, perolehan suara sah

Gubernur adalah 200.606 dan berdasarkan Surat Keputusan

KPU Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kotawaringin Timur Tahun 2024, perolehan suara sah Bupati

adalah 200.049 suara sah. Sehingga dalil Pemohon tidak tepat

dan tidak sesuai fakta sebenarnya. [BUKTI PT-38];

3. Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang kabur (obscuur)

lantaran Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terkait

permasalahan terkait DPI'b seperti apa yang dimaksudkan oleh

Pemohon dan relevansinya dengan perolehan hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

Halaman 93 dari I 04 



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Bahwa sebelumnya perlu Pihak Terkait sampaikan,

sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024, proses pemutakhiran dan penyusunan

daftar pemilih telah dilakukan sejak bulan April 2024 hingga

bulan September 2024;

5. Proses pemutakhiran dan penyusunan data pemilih dilakukan

oleh Termohon yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam

Negeri untuk menerima data kependudukan yang selanjutnya

dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas

pemutakhiran data pemilih dengan bertemu langsung dengan

pemilih;

6. Pemutakhiran data tersebut tidak hanya digunakan untuk

menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melainkan juga

digunakan untuk menyusun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan pemilih yang

telah terdaftar dalam DPT di salal1 satu TPS yang karena

keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya

untuk memilih di TPS tempat bersangkutan terdaftar sehingga

memberikan suara di TPS lain;

7. Bahwa rangkaian proses penyusunan DPT maupun DPTb

tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon dengan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalil Pemohon terkait adanya permasalahan DPTb

tidak berdasar, terlebih Perno hon dalam Permohonan tidak

menguraikan secara jelas, lengkap dan cermat pada TPS mana

dugaan Termohon merekayasa DPTb tersebut;
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beberapa kabupaten, yaitu sebanyak 5.802 suara di Kabupaten 

Lebong, sebanyak 10.687 suara di Kabupaten Rejang Lebong, 

sebanyak 5.317 suara di Kabupaten Mukomuko, sebanyak 62 

suara di Kabupaten Kepahiang, dan sebanyak 4.099 suara di 

Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga jumlahnya adalah 

25. 967 suara tidak sah [vide bukti PK 17, bukti PK 18, bukti PK-

21, dan bukti PK 26] dan jumlah tersebut tidaklah sama 

sebagaimana yang didalilkan oleh Pernohon. Namun demikian 

berdasarkan hasil pengawasan maupun penanganan 

pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

Provinsi Bengkulu, serta 9 Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu 

Kata Bengkulu, diketahui tidak terdapat fakta adanya 

dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan maupun 

laporan yang berkaitan dengan adanya tindakan 

Penyelenggara Pemilihan yang dengan sengaja merusak 

surat suara, khususnya perolehan suara milik Pemohon 

[vide keterangan Bawaslu hlm. 68}; (vide Putusan Hat 144-

145) 

6. Bahwa berdasarkan urruan tersebut di atas, dahl Pemohon

terkait pengrusakan surat suara milik Pemohon tidak berdasar

dan harus ditolak.

e. PERBAIKAN JUMLAH DPTb OLEH PPK KECAMATAN MENTAWA

BARU KETAPANG TELAH DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya:

"Bahwa ditemukannya Pengguna hak pilih Bupati yang lebih

tinggi dari Pengguna hak Pilih Gubernur oleh PPK

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang melakukan perbaikan

pada TPS 6 Kelurahan Sawahan dengan rnelakukan perubahan

penginputan DPTb hanya berdasarkan informasi dari PPS tanpa

ada pengecekan dokumen dalam kotak suara. Perubahan yang
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